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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG
NOMOR : 63 /PL.03.2-Kpt/1671/Sek-Kot/X/2017

Menimbang

Mengingat

TENTANG

OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON)
DI ROMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG,

a.

bahwa dalam rangka pengaplikasian Sistem Informasi
Pencalonan (SILON) sebagai sarana untuk mempermudah
pelaksanaan setiap sub tahapan pencalonan serta sebagai
wujud pelayanan yang maksimal kepada seluruh stakeholder
terkait pencalonan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf
a, perlu menunjuk operator untuk pengoperasian aplikasi
dimaksud yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang tentang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4
Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor S Tahun 1956,
dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5898j;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182 ...
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Memerhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008,
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008,
dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun
2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008,

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
dan

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota.

1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia tanggal 9 Oktober 2017, Nomor: 1285/PL.03.2-
SD/06/SJ/X/2017; dan

2. Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah
Kota Palembang dengan Komisi Pemilihan Umum Kota
Palembang, Nomor: 11/SPJ/BPKAD/2017 dan Nomor:
045/HK.03-SPj/ 1671 /KPU-Kot/IX/2017 tentang
Pelaksanaan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Kota
Palembang Tahun 2018..

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG
TENTANG OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN
(SILON) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG.

Menunjuk dan menetapkan Sdr. REZA ARIANSYAH, S.IP, NIP.
198505062010121002, Jabatan ANALIS PEMILU scbagai
Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) di Komisi
Pemilihan Umum Kota Palembang.

Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan
kepada anggaran hibah addendum Naskah Perjanjian Hibah
Daerah Pemerintah Kota Palembang dengan Komisi Pemilihan

Umum ...
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KETIGA

Umum Kota Palembang, Nomor: 11/SPJ/BPKAD/2017 dan
Nomor: 045/HK.03-SPj/ 1671 /KPU-Kot/I1X/2017 tentang
Pelaksanaan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Kota
Palembang Tahun 2018.

. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan
perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 22 Oktober 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG

SEKRETARIS,

MADI DAMRAH
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